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PERATURANDAERAHKABUFA1EN$AMOSM‘
NOMOR O TAHUN 2010

TENTANG ,

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABQIPATEN SAMOSIH’
NOMOR 21 TAHUN 2607 TENTANG: ORGANISAS!) DAN TATA KERJA,
' LEMBAGA TEKNIS DAERAH KABUPATEN SAMO‘%IR

DENC:AN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SAMOSIR

.‘bahwa daiam rangka sfisiensi, efe‘ktiﬁtas'éan -optinﬁawlisasi _pelaksanaan
‘tugas dan testib administrasi di bidang perflindungan masyarakat, perlu

melakukan perubahan Struktur Orgénisasi Fan Tata Kerja pada Kantcr
Kesatuar Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat; :
bahwa tertib administrasi dan standarigasi truktur Organisasi dan Tata
Kerja Kantor Keuatuan Bangsa, Pecilitik dan Perlinduingan Masyarakat .
diatur pada Peraturan Daerah Kabupaten Sa%os:r Norror 21 Tahun 2007

Tentang Orgamsasl dan Tata Kerja Lembag;a Tekm Daerah deupaten
Samosir; ' .

bahwa berdacarkan pertimbangan dimakoud‘pada huruf a dan b di atas,
periu dilakukan perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nornor
21 Tahun 2007 Tentang Organisasi dan-Tata Kerja l.ombaga T eknis
Daerah Kabupaten Samosir; E’

. Undang-Uncang Nomar 8 Tahun l974’ tentangy Pokok "Pokok

Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55,” Tambahan

Lembaran."Negara Nomor 3041), sebagamana telah diubah dengan -

Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1$99 (mebaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor. 158, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3880); '

Undang-lndang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Ke»uangan Negara
(Lembaran Negara Rapubhk Indonesia Wahun 2003 Normor 47,
Tambahan Lembaran Negara Republik !ndoneéxa Nomor 4286); »

. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003i tentang - Pembentukarn

KKabupaten Samosir dan Kabupaten Serdan‘g Bedagai di linglaungan
Propinsi ¢ umatera Utara (Lembaran Negara :epubhk Indeonesia Tahyn

. 2003 Nomor 151, Temb3ahan Lembaran Negara Republik Nomor 4348); .
'Unclang-Undang Nomor | Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara

(lLembardn Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nornor 5, Tambahan
l.embaran Negara Rep ibiik Indonasia Namor 45}55),
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan

. Perundang-undangan (Lerabaran Negaia Repu ‘,hk indonesia Tahun 2004

Nomur 53, Tambahan Lembaran Negara Republik lndanesta Nomor
4‘%89). B S ; |

6. Undang-L'ndana ........ ./



: 7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 te

" 11. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir No
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6. Undang-Undang Nomor 32 TTahun 2004 téntang Pemenntahan Daerah

(Lernbarar, Negara Republik Indongsia ! Tahun 2004 Nomor 125,
Tambahan Lembaran Negara F‘ep:ubmd Indonesia Nomor 4437),
sebagaimana telah diubah beberapa kali yang terakhir diubah dengan
Undang-Undang Noraor 12 Tahun 2008 teptang Perubaian Kedua atas
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 t#ntang Pemerintahan Daerah
(Lembaran -Negara Republik Indonesia| Tahun 2008 Nomor 58,
Tambaharn Lembaran Negara Republik Indonesia Nomior 4844); '
rr:ang Perimbangan Keuangan
antara Pemerintat Pusat dan F'emumtah Daerah (Lembaran Negarz

Republik IndonesiaTahun 2004 Nowior 126, fTambarlan ! embaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4438),

. . Peraturan Pernerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentau g Pembagian Urusan

Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemmntahan Daerah Provinsi, dan
Pemerintahvan Daerah Kabupazten/Kota (Lembaran Negara Republik

~ Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahah Lembaran Negara Republik
indonesia Nomor 4737); !

9. Peraturan Pamerintah Nomnor 41 Tahun - 2007 Peratang Qrganisasi
Perangkat Dasrah (Lembaran Negara Reﬂubllk Indonasia . Tahun 2007
Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Repubhk lnch»nessa Nomor
4741); : 5

0. Peraturan Preszden Nemor 1 Tahun .’{,007 tent.ma Pengesahan
Pengundangan, dan Penyebnﬂua san Peraturan Perundang-undangan;

ILOI' 21 Tahun 2007 tentang

Organisasi dan Tata Kerju Lombaga Tekniy | Daerah Kabupaten Samosir

(Lembaran Dasrah Kahupaten Samosir Ta}?un 2007 Nomor 131 Seri D

Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah abupaten Samouir Nomor 2
Tahun 2007).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKI(LAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SAMOSIR

- Menetapkan :

 dan
BUPATI SAMOSIR

i
!

MEMUTUSKAN:

. PERATURAN DAZRAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN
. DAERAH KABUPATEN SAMOSIR NOMOR 21 TAHUN 2007 TENTANG

- OFGANISAS] DAN TATA KERJA LFMEJAGA TEKNIS  DAERAH
. KABUPATEN SAMOSIR. ' '

Pasal ) ‘

- Beberapa ketenluan dalam Peraturan Daerah Katqpat_enﬁarnosi’r’Nomor 21
- Tahun 2007 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja

Lembaga Teknis Daerah
Kabupaten Samosir (Lembaran Daerah Kabup teri Samosir Tahun 2007
Nomor 121 Seri D Nomor 14, Tambahdn Len‘)baran Daerah Kabupaten
Samasir Nomor 2 l’al .un 2007) diutan sel’mgal be?'xkut
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1‘ 1. Ketentuan............. /
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1. Ketentuan Pasal 2 aya. @) huruf a diubah sehlngJa Pasal 2 ayat (2)
 hurufa nalengkapnya berbunyi:

“Kantor Kesatuam Bangsa dan Politik, dan

2. Ketentuan pada E;AB X, diubah, ,.Lhmgga. keseluruhan BAB X

selangkapnya be.lbu!!nyi: '

B B | L BABX
R | KANTOR KESATUAN BANGSA DAN FOLITIK

_ Baglc\n Pertalmaa
\ PR E : , | Tugas, I‘-ungs.l dan l,(eduduknm

| 1 ' | Pasal 4'
\ T -t ]

| ! | R (1) Kantor Kesatua!'} Biangsa dan Pohtllk merupakan unsur pundukung

: B R 3 . _ tugas Bupati. ‘ 5

‘ A L..,\ o A o (2') Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik mampu'\yai ugas
(:r . _ e o melak«sandken penyusunan dan pel?ksanaan kebijakan daerah di

bxdang pemblnaqn kesatuan bangsa gan politik.
(3) Kantor kesatuari Bangsa dan Polittk dalam melaksanakan tugas
sebagaimana dlmakfud pada ayat (2)“ menyelanggarakan fungsi:

|
a. perumusan k;eb:}akan teknis di F:dang kesatuan bangsa.dan
. politik; ‘: '

\ : B ) _ b, pamberian dpkungan -atas peryelenggaman pemerintahan

| R D daerah di bidang kesatuan bangsa|dan politik;

[ B ‘ c. pembinaan dan pslak sanaan tugés di bidang kesatuan banq
dan politik; | :

!
A
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d. pela!fsanaan tugas lain ‘yang dlbenkan Bunaﬂ sesuai denqan
tugas dan fung inya,

(4) Kantor Kesatuan Bangsa dan Polltlk plprmpzn olah seonrang Kapala
{Kantor.: . : !

- o L (5) Kepala Kantor beﬁtedudukan di bawah dan- berranggung jawab
\ _ o o - Kepada Bupati melalur Sekrotaris Daerbh

] I A ' : . Baglan Kedua
| T - Olganlsaui l(antor Kesatuan Bangsa dan Politik

- Pasal 25
g e (1) Crganisasi Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik, terdlrl darl
‘\ A ' - a. Kepala Kantor: : !
o : b. Sub Bagilan I'ata leahd cllpw'\pml oleh seorang Kepala Sub

v _ Bagian, berkedudukan di bawah daq\ bex‘tdnggung jawab kepada
‘ e o iKepala Kantar; i

|

’l.
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(2) Bagan Organisasi Kanter Kesé;atuan Banqsa-

Seksi Pembinaan Kesatan Bangsa dipunpm oleh seoxam
Kepala. SeKSI berkedudukan di bawah dan brsr‘tanqgunc; jawab
lkepada Kspala Kanior, i

. Seksi Pembinaan Pclitik dtplmpm oleh seorang Kepala Seksi,

berkedudukan di bawah dan bertlanggung Jawab kepada &epald
Kantor,;

a. Kelompok Jabatan Funqs;onal E }

dan  Politik,
sehagaimana ftercantum dalam lampiran Peraturan Daerah ini dan
merupakan baglan yang tidak tarpisa"tkan dari F‘eratusan Daerah ini,

Pasal261

Rincian Yugas dan Fungsi masing-masing jabatan pada Kantor
Kesatisan Bangsa dan Po'itik, ditetapkan dengan Paraluran Bupati,

;

Pasal ll

Peraturan Daerah ini mulai beriaku Kpada tangéai diuntdangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, rnemenmahkan perigundangan

Peraturan Dawrah inl dengan penempatandya dalam Lemharan Daerah
Kabupaten Samosir. ‘

- Dite "pkan di Pangururan




“Jtlh e

LAMPIRAN PERATURAN UAERAH KABUPATEN «:Amosm
| NOWOR : # TAHUN 2040 —
TANGGAL : 1§ OKTOBER 2010
TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAM
DA.ERAH KABUPATEN SAMOQSIR
NOMOR 271 TAHUN 2007 TENTANG
ORGANISAS! DAN TATA KERJA

LEMBAGA . TEKNIS DAERAMAM
KABUPATEN SAMOSIR
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BAGA.N OPGANI\.;ASI - :
KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLlTlK

| SUB BAGIAN TATA
2l USAHA

SEKSIPEMBINAAN |§ - SEKS! PEMBINAAN i
{{ KESATUAM BANGSA |{ ' POUTIK )




